BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa :

1.

Penandatanganan suatu perjanjian kredit oleh pemohon kredit merupakan
wujud adanya kesepakatan serta keyakinan dari pemohon kredit bahwa syarat
subyektif sahnya suatu perjanjian dalam perjanjian kredit dapat memberikan
kepastian bahwa hak serta kebebasan pemohon kredit dalam suatu perjanjian
kredit telah terpenuhi. Terpenuhinya syarat subyektif sahnya suatu perjanjian
berupa kesepakatan untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat
suatu perikatan oleh pemohon kredit merupakan syarat mutla;k yang harus
dipénuhi dalam suatu perjanjian kredit, karena kedua syarat ini dapat
memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik
pemohon kredit maupun bank dalam suatu perjanjian kredit.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum bagi syarat-syarat baku
yang tercantum di dalam suatu perjanjian kredit tetap berlaku. Bentuk
perlindungan hukum ini diberikan khususnya kepada syarat-syarat baku yang

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 18
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ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.

I1. Saran

1. Bagi pemohon kredit
Pemohon kredit yang akan menyetujui perjanjian kredit yang ditawarkan oleh
bank hendaknya membaca serta memahami syarat-syarat yang tercantum di
dalam perjanjian kredit tersebut sebelum menandatangani perjanjian kredit
karena dalam prakteknya, bank masih tetap mencantumkan syarat-syarat baku
yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya
Pasal 18 ayat | dan 2. Di samping itu, keberanian untuk bertanya dan meminta
penjelasan serta informasi dari bank berkaitan dengan petjanjiah kredit yang
ditawarkan akan sangat membantu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi pemohon kredit menyepakati perjanjian kredit yang ditawarkan.

2. Bagi pihak bank
Perjanjian kredit yang ditawarkan oleh pemohon kredit datam prakteknya masih
mencantumkan syarat-syarat baku yang dinilai bertentangan dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 dan 2, oleh karena itu agar
lebih mempermudah dalam melayani pemohon kredit dalam menjalani proses

pembuatan perjanjian kredit maka hendaknya bank bersedia memberikan
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penjelasan atau informasi yang jelas dan tepat kepada pemohon kredit
mengenai seluruh syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian kredit
disertai akibat-akibat dari pencantuman syarat-syarat tersebut bagi kedua belah
pihak di kemudian hari. Di samping itu, perjanjian kredit yang berlaku sekarang
ini hendaknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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PERJANJIAN KREDIT
Nomor :

Perjanjian Kredit ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ...................... , tanggal
-09-2003 ofeh dan antara :

1.

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di
Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Yoly Ramadhany, dalam kedudukannya selaku Business Manager (untuk
selanjutnya disebut "BANK").

Joni Kantono, swasta, bertempat tinggal di JI. Parangtritis V No.2, RT.C03/RW.011, Ancol, Pademangan, Jakarta
Utara dalam hal ini bertindak : *)

a

untuk dii sendiri dan untuk melakukan indakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat
persetujuan dari suaminya / istrinya, yaitu © ......cooovvenmniinini yang turut menandatangani
perjanjian ini / sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup
tertanggal .....coeovveeeeccereiinieniins *)

selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah berindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Pariwisata
Jogja Pariwisata Promotion berkedudukan di Yogyakarta dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut
dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari Komisaris yang furut menandatangani perjanjian ini /
sebagaimana temyata dalam suratnya tertanggal ............cccceee. *) (selanjutnya disebut "DEBITUR").

Bahwa BANK dan DEBITUR tefah saling setuju untuk membuat, menetapkan, mefaksanakan dan mematuhi Perjanjian
ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
FASILITAS KREDIT

1.4, JENIS, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU FASILITAS.

a.Fasilitas kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR adalah *) :

(i) Jenis Fasilitas : Kredit Angsuran Berjangka ( Non revolving / revolving ) *)
Jumiah : Rp.144.500.000,-
Tujuan Penggunaan  : Pembelian Kendaraan Dinas
Besarnya AnRgSUran  :.ccceecreinncenninncenennenns {bulan

Jangka waktu Angsuran : 36 kali angsuran, mulai tanggal ............covvoreeniiiinnninn
sampai dengan tanggal ............cevvireriiinenrnsesissnnis e
(selanjutnya disebut Fasilitas KAB Niaga)

(i) Jenis Fasilitas : { Non revolving /
revolving ) %)
Jumiah
Tujuan Penggunaan
Besamya ANgSUTan  :.....cccceerenrieinmnnensnesseeanns fbutan
Jangka waktu Angsuran : ............ kali angsuran, mulaitanggal .........cccovvvvirvimeneninieniineen

sampai dengan fanggal ..o

(selanjutnya disebut Fasilitas ............ccvevinieninnirneicins )

i) Jenis Fasilitas : ( Non revolving /
revolving j *)
Jumiah
Tujuan Penggunaan
Jangka wakiu ctanggal e sampai dengantanggal .............ccceevvriennnns
(selanjutnya disebut Fasilitas ............. )

Divisi Hukumn ~ Kantor Pusat 12
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(selanjutnya fasilitas kredit tersebut diatas secara bersama-sama disebut “Fasilitas Kredit').
sehingga seluruh jumiah Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah Rp.1 44.500.000,-
(seratus empat puluh empat juta fima ratus ribu rupiah )

Untuk pembayaran secara angsuran, secara rinci, besamya angsuran tercantum dalam Jadwal Angsuran
terlampir berikut perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PENARIKAN FASILITAS KREDIT.

a.

Jumiah kredit tersebut diberikan ofeh BANK kepada DEBITUR secara sekafigus / sebagian®) dan
karenanya DEBITUR mengaku telah menerima kredit fersebut dan telah berhutang kepada BANK
sejumiah uang sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas belum termasuk bunga, provisi dan biaya-
biaya karena pemberian kredit tersebut serta denda yang mungkin timbul dikemudian hari yang besarnya
selalu dapat terfihat pada catatan/administrasi BANK. Catatar/administrasi tersebut merupakan bukt
yang sah dan mengikat terhadap DEBITUR. mengenai jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar
DEBITUR kepada BANK.

Yang dimaksud dengan fasilitas kredit revolving dan non revofving adalah

- *Non revoling’ dimana DEBITUR fidak dapat melakukan penarikan kembali atas pembayaran
Fasilitas Kredit yang telah dibayar dari waktu ke waktu selama jangka waktu PERJANJIAN ini.

- “Revolving” dimana DEBITUR dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali afas
Fasilitas Kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian ini .

Untuk fasilitas kredit melalui rekening koran, pemberian Fasflitas Kredit oleh Bank kepada DEBITUR akan
dilaksanakan melalui Rekening Koran dan setiap pembayaran kempali sampai lunas terhgdap penarikan
atas Fasilitas Kredit dan/atau menimbulkan rekening bersaldo krédit atau nihil, idak mengakibatkan
berakhimya/gugumya Perjanjian ini.

Bukti Penarikan

Untuk (tiap) penarikan, DEBITUR wajib dan akan menyerahkan pada BXNK media penarikan berupa: *)

(1) Promissory Note;

(2) Cek, Bilyet Giro; :

(3) Tanda Terima Uang atau media lainnya yang ditentukan oleh BANK dalam bentuk dan isi yang
disetujui dan diterima oleh BANK.

media-media penarikan mana akan menjadli bukti bagi BANK mengenai telah diterimanya uang oleh
DEBITUR dari BANK. Dalam hal tidak ditandatanganinya media-media penarikan seperti tersebut di atas
maka Perjanjian ini dianggap sebagai Tanda Terima Uang untuk sejumiah penuh Fasifitas Kredit
berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perubahan danfatau
penambahan dari Perjanjian ini.

BANK fidak berkewajiban membayar dalam hal penarkan Kredit oleh DEBITUR mengakibatkan
ditampauinya jumiah kredit yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1.1 Perjanjian ini.

Khusus untuk fasilitas kredit melalui rekening koran, berlaku ketentuan bahwa penggunaan kredit yang
diberikan kepada DEBITUR harus menunjukkan perputaran yang aktif dari waktu ke waktu dalam setiap
bulannya, atau jika rekening itu tidak diselesakan sekurang-kurangnya sekali setahun, maka Kredit ini
dapat dihentikan.

1.3. PEMBUKTIAN HUTANG.

Sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka DEBITUR dengan ini menyatakan menerima
Fasilitas Kredit dari BANK dengan jumiah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1
bufir 1.1. di atas, jumfah mana belum termasuk bunga, provisi, komisi dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya
lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. DEBITUR dan
BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta
surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dipegang dan dipefihara oleh BANK juga merupakan bukti yang
lengkap dari semua jumiah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap
DEBITUR.

Divisi Hukum - Kantor Pusat 12
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Pembayaran Kembali
a. Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan ketentuan sebagai berikut

(i) Untuk pembayaran secara angsuran, pembayaran kembali dilakukan sesuai tanggal angsuran. Jika
tanggal pembayaran angsuran bukan merupakan hari kerja BANK, maka angsuran dibayar pada hari
kerja BANK sebelum tanggal pembayaran angsuran yang dimaksud.

(ii) Untuk fasilitas kredit melalui rekening koran; pada tanggal jatuh tempo Perjanjian.

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(fka tidak mencukup, cﬁpergtmalaﬂlembarlambahanyangmempakanhnpiranPeijarﬁanhu)

Sefiap pembayaran dari DEBITUR, pertama-tama akan diperuntukkan bagi pembayaran :
(1) Biayaterhutang kepada negara, termasuk tetapi idak terbatas pada pajak;

(2) ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);

(3) bungadan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok;

(4) denda yang belum dibayarkan dan;

(5) pokok pinjaman yang terhutang.

PEMBAYARAN KEMBALI LEBIH CEPAT/AWAL

Untuk pembayaran dengan angsuran DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman yang terhutang
kepada BANK berdasarkan Fasflitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepatiawal dari tanggal
pembayaran yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai keinginan membayar kembali lebih cepatfawal
tersebut kepada BANK, dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepatiawal
dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan ditakukan.

Pembayaran kembali yang lebih cepat/awal atas pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini wajib
dilakukan dalam jumiah angsuran tidak kurang dari 12 (dua belas kali) kali angsuran.

Jumlah uang yang diterima oleh BANK untuk pembayaran kembali lebih cepat/awal pinjaman yang
terhutang berdasarkan Fasflitas Kredit akan digunakan oleh BANK unfuk membayar kembali atau
mengurangi angsuran pembayaran kembali pinjaman tersebut mulai dari angsuran yang harus dibayar
pada tanggal pembayaran angsuran yang pafing akhir (inverse order of maturity).

DEBITUR wajib membayar uang denda/penafti kepada BANK sebesar 2 % flat dari jumiah uang yang
dibayar kembali lebih cepat/awal. Uang denda/penalti tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR pada waktu
melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut

BUNGA, PROVISI, FEE DAN BUNGA DENDA
Aftas Fasilitas Kredit yang diberikan, Debitur wajib membayar bunga, Provisi dan Fee serta bunga denda
dengan ketentuan sebagai berikut :

Bunga
Atas tiap jumiah uang yang ferhufang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas
Kredit, DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebagai berikut :

Jenis Fasilitas Jumlah Fasilitas Bunga
() KAB Rp.144.500.000.- 9,13% FIA
(i)
(iii)

Sefiap penarikan Fasilitas Kredit dikenakan bunga sebagaimana disebut diafas yang dikenakan pertahun
yang dihitung berdasarkan : *)
() Untuk fasilitas kredit dengan angsuran maka perhitungan bunga dihitung secara Flatin Andvance

..................................................................................................................................

(i) saldo harian dan untuk maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada jumlah pinjaman
yang terhutang dan DEBITUR harus membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh BANK, dengan
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ketentuan bilamana tanggal tersebut bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan pada hari
kerja sebelum tanggal tersebut

(i) Khusus untuk Fasilitas Kredit melalui Rekening Koran, bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan
untuk maksud tersebut BANK akan membebankan bunga pada rekening DEBITUR atau DEBITUR
harus membayar pada tanggal yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan bilamana tanggal
tersebut bukan hari kerja BANK, maka bunga akan dibebankan pada hari kerja sebelum tanggal
fersebut.

DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu merubah ketentuan
besarnya suku bunga tersebut diatas sesuai perkembangan keadaan pasar, dan BANK akan
memberitahukan perubahan suku bunga tersebut kepada DEBITUR, pemberitahuan mana akan mengikat
DEBITUR.

Tanggal Pembayaran Bunga adalah pada sefiap tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya (dan/atau
hari kerja berikutnya bila tanggal 22 tersebut jatuh pada hari libur), kecuali ditentukan fain ofeh BANK.
Khusus untuk fasilitas kredit dengan angsuran, maka tanggal pembayaran bunga adalah sesuai dengan
tanggal angsur sebagaimana tercanfum dalam Jadwal Angsuran terlampir.

Bunga tersebut di atas terhutang oleh DEBITUR sejak tanggat penarikan pinjaman sampai dengan hari
dan tanggal hutang tersebut dibayar kembali dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya
oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jumiah hari yang felah beraly, dihitung atas dasar bahwa 1
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enampuluh) hari, dan wajib dibayar lunas, penuh dan dengan
sebagaimana mestinya oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal pembayaran bunga.

Provisi Dan Biaya Administrasi

Jenis Fasilitas Provisi Administrasi
0] KAB 0,5% UMP Rp.500.000,-
(i)
(i)

Provisi dibayar secara fiat dari jumiah Fasilitas Kredit yang diberikan dan biaya administrasi wajib dibayar
oleh DEBITUR pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

Bunga Denda ,

Bilamana DEBITUR fidak atau gagal membayar angsuran, maka (dengan fidak mengurangi kewajiban
DEBITUR untuk tetap membayar jumiah angsuran yang telah wajiby dibayamya pada saat itu) DEBITUR
wajib membayar bunga denda atas jumiah angsuran yang tidak atau lalai dibayar tersebut kepada BANK
sebesar 38 % ( Tiga puluh delapan prosen ) pertahun di atas bunga yang berlaku pada saat itu dan
dititung dari jumiah angsuran (pokok + bunga) yang terlambat dibayar tersebut.

Bunga denda terhutang mulai hari dan tanggal angsuran yang wajib dibayar tersebut fidak atau lalai
dibayar sampai dengan hari dan tanggal jumiah uang yang waijib dibayar tersebut dibayar lunas, dan
bunga denda tersebut wajib dibayar dengan sekaligus (lunas) oleh DEBITUR seketika ditagih oleh BANK.

PEMBUKUAN.

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleti BANK pada kantor/cabang yang
tercantum dalam Perjanjian ini. Akan tetapi DEBITUR setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK
untuk bilamana BANK menganggap periu berdasarkan perimbangan BANK sendir, untuk mengalihkan
pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain, baik yang berada di Indonesia
maupun di {uar Indonesia.

PASAL 2
KUASA MENDEBET REKENING

Tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR untuk melaksanakan sendiri pembayaran kepada BANK sebagaimana
ditetapkan di atas, pada hari dimana suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan, DEBITUR setuju
dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang
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ditetapkan oleh BANK khusus unfuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK, bak rekening/account giro, .. -
rekening/account deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk ™ )
mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut), baik dalam mata uang Rupiah maupun'dalam
mata uang fain, jumiah yang besamya sefiap kali akan ditetapkan oleh BANK dan menggunakan/memakai jumiah
uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau
dikemudian hari akan terhutang dan dibayar cleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini beserta segala
perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik unfuk
jumiah pokok, bunga, denda atau lain-lain jumiah uang yang wajib dibayar oleh DEBITUR pada BANK.

Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR
kepada BANK dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit
kepada DEBITUR merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang dengan ftidak
adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini idak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan
berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal
1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

31. Kewenangan Berfindak
DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan
melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.

Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang
dan sah untuk mewakili DEBITUR dalam melakukan hal tersebut.

3.2.  Kekuatan Perjanjian

Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrument yang mbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai
akibatnya, adalah sah dan mengikat DEBITUR serta beriaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan pefaksanaan Penandatangan Perjanjian dan dokumen-
dokumen terkait lainnya fidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau
kebijakan pemerintah atau keputusan pengadian atau badan arbitrase atau anggaran dasar DEBITUR sendiri
dan fidak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban DEBITUR
berdasarkan atau memerfukan suatu persefujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian afau dokumen yang
telah ada, terhadap mana DEBITUR merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan DEBITUR terikat atau
terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh DEBITUR kepada
BANK sebelum penandatanganan tersebut

3.3. Tidak Ada Tuntutan/Sengketa

Tidak ada dan tidak akan permah ada sengketa maupun tuntutan terhadap DEBITUR maupun barang-barang
yang dijadikan Jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat
berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha DEBITUR pada umumnya dan keadaan keuangan
DEBITUR pada khususnya yang dapat membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas Kredit ini.

Dalam hal debitur karena suatu perkara di pengadian atau karena suatu sitaan sebelum diputuskan
perkaranya oleh pengadilan atau karena suatu putusan pengadilan atau karena proses hukum lainnya
memperoleh hak kekebalan, DEBITUR dengan ini memberikan permyataan yang tidak dapat dicabut kembali
melepaskan hak kekebalan tersebut yang berkenaan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

34. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan yang felah diaudit oleh akunfan publik atau dibuat oleh DEBITUR sendiri (yang felah
dinyatakan “sah” oleh DEBITUR) adalah benar, tepat dan fidak ada kesalahan apaun, dan menunjukkan
secara jelas keadaan DEBITUR yang sebenamya

3.5.  Perijinan
Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan
untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain

yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh DEBITUR. ljin-ijin, persetujuan-
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persetujuan, dan wewenang mana sekarang ini masih bertaku, dan akan diperpanjang oleh DEBITUR apabila
jangka waktu ifin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun seluruh pinjaman
belum dibayar lunas oleh DEBITUR.

36. Tidak Dalam Keadaaan LalaiWanprestasi
DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalan
keadaan wanprestasi, berdasarkan perjanjian kredit lain dengan BANK.

37. Pajak
DEBITUR tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hat
perpajakan.

38.  Kepailitan

DEBITUR, PENJAMIN dan/atau PEMBERI JAMINAN tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan
penundaan pembayaran (surseance van betaling) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan
Perjanjian ini dan tidak menjadi insolvent atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus
atau menguasai harta bendanya.

PASAL 4
HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewsjiban yang'
terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk
melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperiuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini

4.2. Memberikan BANK segala informasi/keterangan/data-data yang diperfukan (seperti namun tidak terbatas pada
laporan keuangan DEBITUR), yaitu :
a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha DEBITUR
b. Bilaman terjadi perubahan dalam sifat atau luas fingkup usaha DEBITUR, bilamana terjadi suatu peristiwa
atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan DEBITUR, sefiap wakfu, baik
diminta maupun tidak oleh BANK :

4.3. Mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha
dan izin-izin lainnya yang dipunyai oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan
fotocopy dari izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persefujuan-
persefujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila teryata dikemudian hari diperiukan
surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR waijib segera mengurusnya

4.4, Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan
semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana
mestinya.

PASAL §
HAL-HAL YANG DILARANG

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanagal Perjanjian ini sampai dengan seluruh kewdijiban yang
terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal
sebagai berikut : '

5.1. Menjual atau dengan cara lain mengalitkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau
sebagian kekayaan DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali
dalam rangka menjatankan usaha DEBITUR sehari-hari.

5.2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaar DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali

menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian(-perjanjian}
Jaminan.
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5.3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak ketiga,
kecuali dalam rangka menjalankan usaha DEBITUR sehari-hari.

5.4. Menjamin fangsung maupun tidak langsungpihak kefiga lainnya, kecuafi mefakukan endorsment atas surat-surat
yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim
dilakukan dalam menjalankan usaha.

5.5, Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak fain kecuali dalam rangka menjalankan usaha
DEBITUR sehari-hari.

5.6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha DEBITUR seperti yang dijalankan dewasa ini.

PASAL 6
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar dan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari
pada Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas kepada, biaya-biaya yang bertalian dengan penyimpanan dan
pemilikan jaminan, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara
dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagh kredit tersebut, segala ongkos-ongkos yang
bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak
ketiga, demikian pula pajak (seperti, namun fidak terbatas pada bea materai) daripada Perjanjian ini (termasuk
segala perubahan dan/atau penambahannya) menjadi tanggungan DEBITUR.

Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau
penafsirannya atau hal-hal lain yang mengakibatkan bertambahnya biaya (sepert, namun tidak terbatas pada
pengenaan pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasflitas Kredit dalam
Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR.

Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-
biaya tersebut kepada BANK.

PASAL 7
ASURANS!I BARANG JAMINAN

7.1.  DEBITUR atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh DEBITUR
dan/atau PENJAMIN kepada BANK pada perusahaan asuransi dan sampai jumlah pertanggungan yang
ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut
pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut Sefiap polis asuransi harus memuat "Banker's
Clause®, yakni batwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada
BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh
perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR
kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai
pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan fidak cukup untuk
melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus
dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukg
pembayaran premi asuransi dan asfi polis asuransi beserta *Banker's Clause” harus diserahkan kepada BANK.

7.2, Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 Pasal ini, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi
kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminkan
dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus
dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.

7.3.  Apabila DEBITUR karena satu dan lin hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut imbul
untuk mengajukan kigim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka
BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melakukan kiaim kepada
perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperiukan
untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/ dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala
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dokumen yang diperiukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan kiaim asuransi tersebut; tetapi
pengajuan kizim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

PASAL 8
EKSEKUSI JAMINAN DAN HASIL EKSEKUSI

Dengan memperiihatkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, apabila DEBITUR dalam
keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan
kepada BANK barang yang dijaminkan dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk
tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal *Surat Permintaan
Pengosongan Dan Penyerahan” yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN pada alamat
terakhir yang diketahui BANK.

Apabila DEBITUR tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, BANK dengan ini diberi kuasa dengan hak
substitusi oleh DEBITUR untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dari penghuni dan barang-barang
yang ada didalamnya dan/atau menarik barang jaminan tersebut secara paksa *) dan jika perlu dengan bantuan
pihak yang berwajib.

DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK unfuk tidak akan melakukan atau menyuruh
melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang dapat menghambat usaha BANK dalam melaksanakan hak-hak
BANK tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk langsung menjual harta benda yang dijaminkan cleh
DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah tangan maupun dimuka umum (ecara lelang) dengan
harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan pendapatan bersii dari penjualan
tersebut dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa
tersebut akan dikembalikan kepad DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan
kepada BANK. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukup untuk melunasi selurh hutang
DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan waijib
dibayar DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.

PASALS
KOMPENSASI

Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali hutangnya pada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau sefiap
perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk
memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan
tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim).

DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang DEBITUR pada BANK (bila ada) fidak dapat dijadikan
alasan untuk fidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan
perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya
seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 10
PENGALIHAN HAK

DEBITUR sefuju bahwa apabila dianggap perfu oleh BANK, berdasarkan perimbangannya sendiri BANK
mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan
pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian (berikut sefiap perubahan,
penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa
penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan
kepada BANK-berdasarkan Perjanjian ini. )

Menyimpang dari hal dimuka, DEBITUR setuju untuk fidak mengafihkan sebagian atau seluruh hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari BANK.

Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR fetap terikat
dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau
perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit
oleh BANK kepada DEBITUR. :
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PASAL 11
PERISTIWA KELALAIAN

Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam kefentuan Pasal 1.1. diatas, berikut segala
perubahannya, seluruh jumiah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi,
fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan
kembali dengan sekefika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat tequran juru sita atau surat lainnya yang
serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, BANK dapat langsung menjual harta benda yang dijaminkan
oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK baik dibawah-fangan maupun dimuka umum (secara lefang)
dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh BANK, dengan ketentuan pendapatan bersili dari penjualan
dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa
tersebut akan dikembalikan kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan
kepada BANK. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang
DEBITUR kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang DEBITUR kepada BANK dan
waijib dibayar oleh DEBITUR dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK, yaitu dalam hal teqadinya,
paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

11.1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumiah yang terhutang lain yang tmbul
berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan
dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah
merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;

11.2. Bilamana menurut BANK, DEBITUR tidak memenuhi, terdambat memenuhi atau memenuhi namun hanya
sebagian, paling idak salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan/atau
terjadi kelafaian atau pelanggaran yang temmaktub dalam perjanjian-pefjanjian jaminan yang dibuat
berkenaan dengan Perjanjian ini.

11.3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini
dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini teryata tidak benar
atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap
penting. v

11.4. Apabila semata-mata menurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas
DEBITUR mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya
lagi.

11.5. Bilamana DEBITUR atau orang/pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang-hutang
DEBITUR (untuk selanjutnya disebut juga PENJAMIN) berdasarkan perjanjian ini mengajukan permohonan
untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang ("surseance van
betaling") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah
dapat ditagih (atuh waktu) atau karena sebab apapun fidak berhak lagi mengurus dan menguasai
kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu penmohonan atau tuntutan untuk kepailitan tefah diajukan
terhadap DEBITUR dan/atau terhadap PENJAMIN kepada instansi yang berwenang.

11.6. Bilamana DEBITUR atau PENJAMIN dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bitamana DEBITUR
atau PENJAMIN adalah suatu perusahaan) meninggal dunia atau menangguhkan unfuk sementara usahanya
atau dinyatakaan berada dibawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld”).

11.7. Bilamana kekayaan DEBITUR atau PENJAMIN seluruhnya atau sebagian disita cleh instansi yang berwajib;
atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan DEBITUR atau PENJAMIN dianggap menjadi berkurang
sehingga dapat membahayakan Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

11.8. Bilamana barang (-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang DEBITUR kepada BANK

berdasarkam Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan
tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
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11.9.

11.10.

1.11.

Lampiran 2

Apabila DEBITUR atau'PENJAMIN telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian-
perjanjian lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan
pinjaman uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau PENJAMIN adalah sebagai pihak yang
meminjam dan bilamana kelalaian/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada
pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam
perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal
jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Bilamana tidak dapat diperoleh salah safu atau beberapa atau seluruh ijin, persefujuan atau wewenang,
baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwsjib dan yang disyaratkan untuk
dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang
berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.

Jika DEBITUR masuk dalam Daftar Kredit Macet dan/atau Daftar Hitam (blackiist) yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN TAMBAHAN

Atas Fasilitas Kredit ini beriaku pula ketentuan sebagai berkut :

1. Pertanggungan asuransi atas agunan kredit wajib dilakukan sepanjang jangka waktu kredit
2. Wajib ada endapan dana minimal satu kali masa angsuran

Mengaktifkan mutasi di Bank Danamon

PASAL 13
PEMBERITAHUAN

13.1.Semua surat menyurat afau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain
dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat
tercatat, facsimile, felex atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

13.2.

a. BANK
Nama
Alamat
Telp/Fax
Telex
Contact Person

b. DEBITUR
Nama
Alamat
TelpfFax
Telex
Confact Person

Surat menyurat afau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju (i) pada
tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir kepada pihak
yang dituju (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat
atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani ofeh pihak-pihak
yang berhak mewakili BANK atau DEBITUR (i) pada hari dikiimkannya apabila dikiim melalui telex yang
dikonfirmasi dengan kode jawab ; dan (iv) pada hari dikiimkannya apabila dikiim melalui facsimile yang
dikonfirmasi dengan tanda tefah dikirim.
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13.3.

14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Lampiran 2

Dalam hal terjadi perubahan alamat dari lamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-
masmg pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian
iniselambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika
perubahan alamat tidak diberitahykan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikiimnya surat atau pemberitahuan itu
secara langsung, surat tercatat, faksimile, telex atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir)
yang ditujukan kealamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang diketahuiftercatat pada masing-masing
pihak.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa DEBITUR funduk kepada semua peraturan-peraturan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK yang sekarang sebagaimana terlampir
danfatau diperfihatkan kepada DEBITUR.

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan
bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik
kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan
yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.

Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan kefenfuan pasal 1266 dan pasal 1267
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu kefefapan pemerinfah atau
pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi
hukum, hal tersebut fidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketenfuan-
ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan
dalam Perjanjian ini, DEBITUR wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang
memenuhi persyaratan BANK sebagai pengganti ketentuan yang dilarang afau fidak dapat dilaksanakan
tersebut, sebagaimana diminta cleh BANK.

Tidak digunakannya atau ditundanya sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh BANK bukan berarti bahwa
BANK melepaskan hak atau kuasa atau hak istmewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh BANK secara
tertulis. Dan digunakannya sebagian dari hak, kuasa atau hak istmewa tadi idak menghalangi BANK untuk
meneruskan atau mengulangi digunakannya hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut Hak-hak dan upaya-
upaya yang diberikan kepada BANK dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak dan
upaya-upaya lain yang diberikan kepadanya menurut hukum

Dalam hal terjadi atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suafu hak, wewenang atau funtutan fidak
melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan
hak, wewenang afau tunfutan tersebut atau membenarkan ferjadinya kelalaian pada atau dilakukannya
pelanggaran oleh DEBITUR.

Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang fimbul akibat Perjanjian ini, seperti
namun tidek terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik indonesia.

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap
dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ...........cccccenvenee. 1 N
Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau
mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengaditan lain
dalam wilayah Republik Indonesia.
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Lampiran 2

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di .........ccoccoreennnnnne , pada tanggal dan tahun
sebagaimana tersebut diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal .............cccovevereerenennnnee .

EaNK DEBITUR
~zwrr—3ANK DANAMON INDONESIA Tbk
Materai
Nama : Nama :
Jabatan: Jabatan :

Mengetahui dan Menyeftujui,

Nama :
Jabatan:

| % Coret yang tidak pertu
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PERJANJIAN KREDIT

Nomor :
™\ Perjanjian Kredit ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat dan ditandatangani pada hafi ..................... , tanggal
................................ oleh dan antara:
1. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di
Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh ....................... , dalam kedudukannya selaku ..........ccccccovveurrnenne.
{untuk selanjutnya disebut "BANK").
2 e . swasta, bertempat Ginggal di ......ocooeiiiii e

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah

mendapat persetujuan dari suaminya / istrinya, yaitu : ...........cocoiieiininennn. yang turut menandatangani
perjanjian ini / sebagaimana temyata dari Surat Persefujuan yang dibuat dibawah tangan bermeferai cukup
tertanggal .......cccoovveeceinneeieennes *) (untuk sefanjutnya disebut "DEBITUR").

Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian
ini dengan syarat-syarat dan ketenfuan-kefenfuan sebagai berikut :

1.

PASAL1
FASILITAS KREDIT

Jenis, Jumlah, Jangka Waktu dan Bunga
a. Jenis, Jumiah dan Jangka Waktu
Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR (setanjutnya disebut Fasilitas Kredit) adalah :
Jenis Fasilitas
Jumlah :
JangkaWaktu :  Bulan

b. Bunga, Provisi / Adminisfrasi dan Denda

¢ Atas Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar Kepada Bank suku bunga sebesar ... % ( ..... ) pertahun
berdasarkan perhitungan Annuitas. Suku bunga yang dibebankan akan beriaku tetap selama jangka
waktu Fasilitas Kredit , dengan jumiah bunga yang harus dibayarkan ofeh DEBITUR kepada BANK adalah
sebesar sebagaimana diuraikan dalam lampiran Perjanjian ini..

¢ DEBITUR dikenakan biaya service sebesar Rp. ................. ( ) yang harus dibayar segera
setelah Perjanjian ini ditandatangani.

¢ Atas sefiap keterlambatan pembayaran angsuran , DEBITUR dikenakan denda sebesar 0,13 % ( nol
koma tiga belas persen) per hari dan dihitung dari jumlah angsuran yang terfunggak atau sekurang -
kurangnya Rp. .............

Penarikan Fasilitas Kredit

Jumlah Fasilitas Kredit diberikan oleh BANK kepada DEBITUR secara sekafigus dan dengan menandafangani
Perjanjian ini, DEBITUR mengakui telah menerima seluruh jumlah fasilitas kredit tersebut dari BANK dan
Perjanijian ini berfungsi sebagai tanda terima uang oleh DEBITUR afas jumlah Fasilitas Kredit tersebut

Atas setiap jumlah Fasilitas Kredit yang dibayar oleh DEBITUR , DEBITUR tidak dapat melakukan penarikan atas
setiap jumiah Fasilitas Kredit tersebut.

DEBITUR menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan dan cafafan serta surat-surat dan
dokumen lain yang dipegang oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumiah
uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat terhadap DEBITUR.

Pembayaran Kembali
a. Pembayaran angsuran ( Pokek dan bunga ) akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK secara bulanan /
dua mingguan / mingguan *) yaitu setiap tanggal ........ , yang dimulai pada tanggal ........ dan akan berakhir

padatanggal ............. dengan rincian sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran teriampir. Jika tanggal



angsur jatuh pada bukan hari kerja BANK , maka tanggal angsur jatuh pada hari kerja sebelum tanggal
angsur tersebut.

b. DEBITUR diperkenanknan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepatiawal atas pinjaman yang
terhutang berdasarkan Perjanjian ini dengan jumiah minimal 1 kali angsuran. Jumiah pembayaran lebih cepat
ini akan mengurangi angsuran pembayaran yang paling akhir (inverse order of maturuty).

c. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalti kepada BANK sebesar ....... % flat dari jumiah uang yang
dibayar kembafi lebih cepat/awal dan melakukan pada waktu melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal.

PASAL 2
KUASA KUASA

1. DEBITUR dengan ini memberikan instruksi kepada BANK untuk mengkreditkan dana Fasilitas Kredit sejumiah
3 T O ) ke Rekening DEBITUR pada BANK No.....

2. DIBITUR setuju dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada BANK untuk mendebet
rekening DEBITUR pad BANK No. ................ Untuk : a) pembayaran angsuran ( pokok dan bunga ) pada
setiap tanggal yang telah ditetapkan dengan jumlah sesuai Lampiran Perjanjian ini; b) biaya service sesuai
Perjanjian ini dan / atau pembayaran kembali lebih cepat / awal dan/atau denda dan / atau biaya lainnya yang
terhutang.

3. DEBITUR setuju dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap wakiu dan dari
waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK baik rekening
Koran , tabungan atau deposito ( hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk
mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut ) untuk dipergunakan membayar dan
membayar kembali semua dan sefiap jumiah uang yang sekarang telah dan / atau dikemudian hari akan
terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwa DEBITUR dan atau PENJAMIN tdak
tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga ; ftidak berada dalam keadaan pailit dan fidak berada
dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi olej pihak ketiga lainnya dan jaminan yang diserahkan
kepada BANK adalah benar milik DEBITUR dan atau PENJAMIN.

PASAL 4
KOMPENSAS!

DEBITUR tidak berhak untuk memperhitungkan ( mengkompensir ) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR
terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (counter claim) dan
tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau
berdasarkan perjanjian — perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua
haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 5
PENGALIHAN HAK

DEBITUR setuju apabila dianggap periu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK mengalihkan, baik seluruh afau
sebagian hak-hak yang tmbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini (berikut
sefiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju
bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan
kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini. Menyimpang dari hal dimuka, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan
sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persefujuan
tertulis terlebih dahulu dari BANK.



PASAL 6
PERISTIWA KELALAIAN

BANK berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika
dan sekaligus lunas dari jumiah-jumiah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahan,
perpanjangan dan atau pembaharuannya ) baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan
dengan surat juru sita atau surat -surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperiukan lagi, bitamana : DEBITUR
dan atau PENJAMIN oleh Pengadalian Negeri dinyafakan paifit, meminta penundaan pembayaran hufang-hutangnya
(surseance van betaling), meninggal dunia, lalai atau idak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, idak
membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau kewajibannya menurut Perjanjian ini, terfibat dalam suatu
perkara pengadilan.

PASAL7
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada
Perfjanjian ini (biaya penyimpanan jaminan, pengacara, penasehat hukum) yang diberi tugas oleh BANK untuk
menagih kredit tersebut, menjadi tanggungan DEBITUR. Juga apabila terjadi perubahan pada Undang-undang,
peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya
biaya (pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam
Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR. Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka
7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

PASAL 8
JAMINAN

1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumiah uang yang
terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau
perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman (-pinjaman), bunga , biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang

" wajib, maka DEBITUR menyerahkan pada BANK Jaminan (jaminan), yang pengafihan hak kepemilikannya
dibuktkan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk, jumiah dan isi yang
memuaskan BANK, termasuk namun fidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, berikut segala tembahan
dan/atau penggantinya yang diuraikan dalam perjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dari Perjanjian ini,
yaitu:

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. DEBITUR danfatau PENJAMIN dengan ini berjanji idak akan menjual, menghilangkan dan memindahtangankan
kepada pihak ketiga asset-asset yang berhubungan dengan jaminan-jaminan yang telah dan akan diserahkan
kepada BANK tanpa persefujuan fertulis terlebih dahulu dari BANK.

PASAL 9



Afas

------

Fasflitas Kredit ini berlaku pula ketenfuan sebagai berikut :

......................................................................................................................................................

......

......

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

DEBITUR  dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijakasanaan-
kebijzksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diperfihatkan
kepada DEBITUR.

Biilamana DEBITUR meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR.

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan
bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tdak dapat ditarik
kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Indonesia.

Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang akan imbul akibat Perjanjian ini,
seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
Dan Para pihak sepakat memifih tempat kedudukan hukum yang tefap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri ...........ccceevveernnen. ciT——. W W Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang
BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR
berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republuk Indonesia.

BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam perjanjian ini, serta
DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada
DEBITUR.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut
diatas, dan mulai berlaku sejak tanggal .........ccccoeviviiineninnneen

BANK DEBITUR Menyetujui,
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Suamiftstri *)

*) Coret yang tidak periu





